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Abstrak
Pemenuhan kebutuhan seksual pada narapidana mengalami hambatan untuk disalurkan karena narapidana hilang kemerdekaannya di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Berdasarkan hasil penelitian skripsi sebelumnya yang menyarankan bahwa conjugal visit perlu untuk diterapkan di Lapas sebagai pemenuhan hak bagi narapidana di Indonesia, maka penelitian ini merupakan penelitian lanjutan sebagai bentuk realisasi dari penelitian sebelumnya yaitu tujuannya untuk mengetahui pengaturan sarana biologis yang sehat dan nyaman bagi narapidana yang telah berkeluarga. Penelitian ini yaitu yuridis normatif atau doktrinal, analisis bersifat preskriptif. Hasil penelitian ini sebagai bentuk realisasi dari penelitian sebelumnya, yakni menjelaskan teknis pelaksanaan sarana biologis yang sehat, nyaman dan ideal di dalam Lapas untuk narapidana dengan pasangan sahnya. Jika sarana biologis ini dapat diwujudkan maka bisa digambarkan dalam persyaratan rumah sehat menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 829/Menkes/SK/VII/1999 juga bisa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan yaitu seluas 11,15 m2, komponen dan penataan sarananya terdiri dari lantai yang kedap air dan mudah dibersihkan, dinding ruangan yang memiliki lubang ventilasi minimal 10% luas lantai, adanya kamar  mandi dalam yang mudah dibersihkan, langit-langit atap yang mudah dibersihkan dan tidak rawan kecelakaan, adanya pencahayaan  alam  dan/atau  buatan  langsung  maupun  tidak  langsung dengan penerangan minimal 60 lux, kualitas udara ruangan yakni suhu udara nyaman antara 18–30oC, kelembaban udara 40–70%, gas SO2 kurang dari 0,10 ppm/24 jam, pertukaran udara 5 kaki 3/menit/penghuni, gas CO kurang dari 100 ppm/8 jam, gas formaldehid kurang dari 120 mg/m3, tersedianya  sarana  penyediaan  air  bersih dan terhindar dari vektor penyakit agar tetap terjamin kebersihan dan kesehatan sarana yang akan digunakan oleh narapidana.
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	Abstract	
The fulfillment of the sexual needs of prisoners faces obstacles to be distributed because the prisoners are deprived of their independence in the Penitentiary. Based on the results of previous thesis research suggesting that conjugal visit needs to be applied in prisons as the fulfillment of the right for prisoners in Indonesia, this research is a follow-up research as a form of realization of previous research that is the purpose to know the arrangement of biological means healthy and comfortable for prisoners who have a family. This study will discuss the arrangement of healthy and convenient biological means for prisoners who have a family. This research is juridical normative showteam research or doctrinal, nature of preskriptif analysis. The purpose of this study is to find out how the arrangement of biological means healthy and comfortable for prisoners who have married. The results showed that this study is a follow-up study as a form of realization of previous research. This research explains the technical implementation of healthy, convenient and ideal biological means within the Penitentiary for inmates who have married with their legal partners. If this biological means can be realized then this biological means can be described in the requirements of healthy house according to the Decree of the Minister of Health No. 829 / Menkes / SK / VII / 1999 may also be in accordance with Law No. 39 of 2009 on Health and Government Regulation No. 66 of 2014 On Environmental Health. 11.15 m2 m2, components and the arrangement of the facilities consisted of a floor waterproof and easy to clean, the walls of the room that has ventilation holes at least 10% of the floor area, the bathroom in an easily cleaned, roof rafters are easy to clean and isn't prone to accidents, the presence of natural lighting and/or direct or indirect artificial with lighting of at least 60 lux, namely indoor air quality air temperature between 18 – 30oC , air humidity 40 – 70%, SO2 gas less than 0.10 ppm/24 hours, air Exchange 5 ft 3/minute/gas CO. residents, less than 100 ppm/8 HR, gas formaldehyde less than 120 mg/m3, the availability of the means of providing clean water and avoid disease vectors in order to remain assured of cleanliness and health of the means that will be used by the inmates.






Salah satu Warga Negara Indonesia (selanjutnya disebut WNI) yang perlu dilindungi adalah narapidana. Narapidana sebagai manusia memiliki kedudukan yang sama untuk tetap menikmati hak-hak dasarnya. Narapidana merupakan terpidana yang menjalani pidana dan hilang kemerdekaannya di lembaga pemasyarakatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Meskipun narapidana kehilangan kemerdekaannya, narapidana tetaplah WNI yang harus dilindungi hak-hak dasarnya. Adapun hak-hak narapidana yang harus tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia telah diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pasal tersebut tidak menjelaskan mengenai hak bagi narapidana yang telah berkeluarga untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan biologisnya atau penyaluran hasrat biologisnya selama mereka menjalani masa hukuman di penjara. Pengingkaran terhadap adanya kebutuhan biologis bagi narapidana merupakan pengingkaran pula terhadap state of nature (sifat alamiah) seorang narapidana sebagai manusia. Pada kenyataannya, salah satu cara bagi narapidana mendapatkan pemenuhan kebutuhan biologisnya atau penyaluran hasrat biologisnya adalah dengan menggunakan Hak Cuti Mengunjugi Keluarga yang diatur dalam Pasal 35 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. 
Narapidana yang telah berkeluarga otomatis akan terpisah dengan pasangan sahnya ketika menjalani masa hukumannya di penjara. Ketika narapidana terpisah dengan pasangan sahnya dalam waktu yang cukup lama, maka dapat terjadi kurangnya komunikasi, perasaan kesepian,  sehingga tidak bisa menikmati  kebersamaan  dengan  pasangan sahnya. Hal tersebut akan beresiko terjadinya perselingkuhan yang akan dilakukan oleh pasangan sah narapidana, karena tidak terpenuhinya kebutuhan suami dan istri dalam rumah tangga sehingga mereka mencari jalan untuk memenuhi kebutuhan biologisnya dengan orang lain. Lapas sendiri tidak mempunyai sarana dan prasarana dalam memenuhi kebutuhan biologis narapidana untuk bertemu dengan pasangan sahnya dalam hal penyaluran hasrat biologisnya. Setiap orang yang berada dalam Lapas mempunyai reaksi yang berlainan dalam pemenuhan kebutuhan biologisnya, karena antara satu narapidana dengan narapidana lainnya akan berbeda dalam mengendalikan kebutuhan biologisnya. Beberapa orang bisa mengendalikan kebutuhan biologisnya dengan baik, dan ada beberapa orang cenderung bahkan menekan kebutuhan biologisnya sehingga tidak bisa mengendalikan kebutuhan biologisnya dengan baik. 
Permasalahan penelitian ini berawal dari  dampak tidak terpenuhinya kebutuhan biologis bagi narapidana yang telah berkeluarga di dalam Lapas yaitu bisa mengalami gejala stress, sehingga bisa memicu aktifitas yang kontra produktif seperti masturbasi, bahkan bisa terjadi adanya penyimpangan seksual yang dilakukan oleh narapidana seperti homoseksual, lesbian, dan sodomi antar narapidana karena akumulasi hasrat seksual mereka yang tidak tersalurkan sebagaimana mestinya. Dr. Boyke menjelaskan bahwa pria yang mengalami sumbatan dalam melepaskan hasrat seksnya bisa berakibat melakukan penyimpangan seks dan kanker prostat. Kasus perilaku menyimpang seksual banyak terjadi dalam penjara seperti anal seks yang terjadi karena tersumbatnya saluran seks dari narapidana. Hubungan seks dengan sesama jenis (homoseksual) di penjara sudah lazim dan bukan merupakan barang baru lagi. Akibatnya, setiap saat selalu ada narapidana yang menjadi korban penyimpangan seks tersebut. Biasanya yang menjadi korban pemuas nafsu seks sesama narapidana adalah yang usianya relatif muda.​[1]​Narapidana ini selalu menjadi sasaran narapidana-narapidana yang lebih dewasa. Mereka selalu dijadikan obyek untuk menuntaskan hasrat seks yang terhambat tersebut. 
Penyimpangan seksual dalam Lapas tidak hanya terjadi kepada narapidana pria saja, nyatanya penyimpangan seksual juga bisa terjadi pada narapidana wanita, seperti kehidupan seksual menyimpang mengintai narapidana dalam Rumah Tahanan (selanjutnya disebutan Rutan) Pondok Bambu, Jakarta Timur.​[2]​ Hal ini berarti bahwa penyimpangan seksual terhadap narapidana wanita juga dapat terjadi karena lingkungan sekitar yang memengaruhi mereka untuk berbuat hal seperti itu. Tentu hal ini sangat disayangkan karena Lapas sebagai tempat untuk pembinaan narapidana tidak berjalan sesuai fungsinya. Menurut Benjamin Karpman, abnormal sexual practices di penjara bisa terjadi bukan tanpa sebab melainkan terjadi karena lingkungan fisik eksternal penjara yang memicu perkembangan seks yang abnormal. Hasil penelitian di Lapas dan Rutan di enam provinsi seluruh Indonesia yang dilakukan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Depkumham selama 3 bulan dari 4 Mei hingga 6 Agustus 2009, menyebutkan bahwa penyimpangan perilaku seksual Warga Binaan Pemasyarakatan sangat bervariasi dilihat dari objek dan cara memperoleh objek. Penelitian ditujukan kepada 326 narapidana, 108 responden yang terdiri dari Kepalas Lapas, Kabid Pembinaan, Kabid Kamtib, Kasi Binadik, dan Wali Narapidana, serta 22 orang termasuk keluarga narapidana menunjukkan hasil : 81 persen atau 264 narapidana mengatakan mereka merasa tidak nyaman ketika kebutuhan biologisnya tidak terpenuhi, sisanya 19 persen atau 62 narapidana mengatakan mereka merasa nyaman saja ketika kebutuhan biologisnya tidak terpenuhi. Sebanyak 78 persen atau 244 narapidana sering berfantasi seks, sisanya 22 persen atau 82 narapidana tidak sering berfantasi seks, lalu 57 persen atau 171 narapidana melakukan masturbasi, sisanya 43 persen atau 155 narapidana tidak melakukan masturbasi, dan 52 persen atau 169 narapidana melakukan aktivitas seks menyimpang ataupun dengan melanggar ketentuan, sisanya 48 persen atau 157 narapidana tidak melakukan aktivitas seks menyimpang ataupun dengan melanggar ketentuan.
Penyimpangan seksual yang dilakukan oleh narapidana ini bisa berdampak berbahaya karena sodomi atau anal sex merupakan salah satu faktor terjangkitnya virus HIV/AIDS, selain itu dikhawatirkan juga bahwa penyimpangan seksual akan menjadi kebiasaan yang akan dibawa oleh narapidana setelah keluar dari Lapas. Penyediaan fasilitas ruang berhubungan intim (ruang biologis) antara narapidana dengan pasangan sahnya merupakan hak asasi yang harus dipenuhi, karena yang hilang dari seorang narapidana adalah hak kemerdekaannya saja sedangkan hak-hak lainnya seperti kebutuhan biologis harus tetap dipenuhi. Seperti yang diketahui bahwa bilik asmara ini pernah disediakan di ruang tahanan polisi di Polresta Medan.​[3]​
Polresta Medan adalah salah satu tempat yang patut untuk dicontoh dalam menerapkan ruang biologis nantinya, karena  ruang tersebut menyediakan tempat yang layak untuk tahanan dan pasangan sahnya menyalurkan hasrat seksualnya dengan tidak memungut biaya apapun. Ruang biologis ini nyatanya tidak hanya ada di Polresta Medan, karena masih bisa dijumpai bahwa juga terdapat ruang biologis dan  bisnis seks yang dilakukan di ruang Lapas yang tentunya dengan memberi sejumlah uang sewa kepada petugas Lapas, contoh bisnis seks yang kerap terjadi yaitu di Rutan Salemba, Lapas Cipinang, dan Lapas Tangerang.​[4]​Keadaan tersebut tentulah akan membuat perbedaan antara narapidana yang memiliki uang dan narapidana yang tidak memiliki uang dalam hal menggunakan ruangan untuk menyalurkan hasrat seksualnya. Penyediaan fasilitas ruang berhubungan intim yang ilegal tentulah tidak bisa dibiarkan begitu saja, hal ini harus segera disikapi secara tepat melalui instrumen hukum yang tepat. Derita yang dialami oleh narapidana terkait tidak terpenuhinya kebutuhan biologisnya yang bisa mengganggu kesehatan, haruslah juga menjadi bahan pertimbangan bagi negara untuk memberikan perlindungan atau kepastian hukum untuk mewujudkan permintaan para narapidana terkait disediakannya fasilitas ruangan untuk berhubungan intim dengan pasangan sahnya. Tentu hal ini akan menemui banyak kendala dalam sebuah kebijakan, sebab secara faktual penjara di Indonesia saat ini masih berkutat dengan berbagai permasalahan seperti kelebihan kapasitas dan terbatasnya dana pemenuhan kebutuhan sehari-hari narapidana dan kendala terkait fasilitas di Lapas dan Rutan seperti persoalan higienitas, sanitasi dan keterbatasan tempat. Untuk itu, dukungan penuh terhadap pemerintah yang mewacanakan penyediaan fasilitas khusus untuk pemenuhan kebutuhan biologis para narapidana perlu mendapat dukungan. Namun demikian kebijakan tersebut harus diikuti dengan aturan-aturan yang ketat dalam pelaksanaannya untuk menghindari penyalahgunaannya, misalnya ijin hanya diberikan kepada pasangan suami istri yang sah, lalu tempat yang digunakan untuk narapidana haruslah yang aman, bersih dan juga sehat. Mengingat tempat tersebut akan digunakan oleh banyak narapidana dan mengingat agar tidak tertularnya virus HIV/AIDS, sehingga penelitian ini merumuskan masalah yakni bagaimana pengaturan sarana biologis yang sehat dan nyaman untuk  narapidana yang telah berkeluarga. untuk mengetahui bagaimana pengaturan sarana biologis yang sehat dan  nyaman untuk  narapidana yang telah berkeluarga. 
Rencana pemecahan masalah yang akan digunakan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini dimulai dari pemaparan atau memberikan gambaran atas terjadinya penyimpangan seksual yang dilakukan narapidana di dalam Lapas akibat tidak terpenuhinya kebutuhan biologis dan masih banyak terjadinya penyediaan fasilitas berhubungan intim secara ilegal yang dilakukan oleh oknum Lapas, sehingga hal tersebut tidak boleh dibiarkan begitu saja. Oleh karenannya, dalam penleitian ini penulis memberikan pandangan terhadap perlu adanya suatu pengaturan sarana biologis yang sehat dan nyaman untuk memenuhi kebutuhan biologis narapidana yang merupakan kebutuhan dasar manusia.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan sarana biologis yang sehat dan nyaman untuk narapidana yang telah berkeluarga, dimana sarana biologis yang sehat bisa digambarkan dalam menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 829/Menkes/SK/VII/1999 juga biasa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan.
Kajian teoritik dalam penelitian ini menerangkan bahwa adanya sarana biologis di dalam Lapas sebagai bentuk perwujudan hak asasi manusia yakni hak narapidana untuk hidup, mempertahankan kehidupannya, dan meningkatkan taraf kehidupannya, juga hak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak, juga hak atas kesehatan dan hak menjalani kehidupan reproduksi dan kehidupan seksual yang sehat, aman, dan bebas dari paksaan dan/atau kekerasan dengan pasangan yang sah. Dalam proses pembinaan narapidana oleh Lapas dibutuhkan sarana dan prasarana pendukung untuk menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dan dengan masyarakat, dan dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan  bertanggung jawab. Adapun sarana biologis dalam penelitian ini ialah ruang yang ideal untuk narapidana dan pasangan sahnya untuk menyalurkan hasrat seksualnya yang merupakan sebuah kebutuhan biologis bagi narapidana dengan pasangan sahnya, selain itu kegagalan dalam tidak terpenuhinya kebutuhan biologis manusia dapat menimbulkan ketidakseimbangan yang dapat menyebabkan sakit, karena pada dasarnya kebutuhan tersebut saling berhubungan dan mempengaruhi. Selain itu, dampak tidak terpenuhinya kebutuhan biologis bisa bermacam-macam yakni mengalami gejala stress sehingga bisa memicu aktifitas yang kontraproduktif  seperti masturbasi, bahkan bisa terjadi adanya penyimpangan seksual.
Dengan demikian dapat disimpulkan bentuk kajian teoritik yang telah dipaparkan tersebut merupakan alat untuk merumuskan dan memecahkan masalah yang dilakukan oleh penulis berupa pengaturan sarana biologis yang sehat dan nyaman untuk narapidana yang telah berkeluarga.
METODE 
	Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif (doktrinal), yaitu penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan norma atau kaidah dari peraturan perundang-undangan.​[5]​ Penelitian hukum normatif meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma mengenai asas-asas, norma, kaidah, dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, guna menjawab isu hukum yang dihadapi.​[6]​ Penelitian ini berjenis yuridis normatif karena menganalisis norma yang mengatur mengenai hak narapidana mendapatkan sarana biologis, dimana belum adanya pengaturan khusus tentang sarana biologis yang sehat dan nyaman untuk  narapidana yang telah berkeluarga.
Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan yang kemudian diolah dengan menggunakan sistem seleksi bahan hukum dalam teknik pengolahan bahan hukum. Bahan hukum dianalisis kemudian ditarik kesimpulan dan selanjutnya memberikan preskriptif tentang hasil penelitian.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Setiap orang yang berada dalam Lapas mempunyai reaksi yang berlainan dalam pemenuhan kebutuhan biologisnya, karena antar satu narapidana dengan narapidana lainnya akan berbeda dalam mengendalikan kebutuhan biologisnya. Beberapa orang bisa mengendalikan kebutuhan biologisnya dengan baik, dan ada beberapa orang cenderung bahkan menekan kebutuhan biologisnya sehingga tidak bisa mengendalikan kebutuhan biologisnya dengan baik. Adapun dampak dari tidak terpenuhinya kebutuhan biologis bagi narapidana yang telah berkeluarga bisa bermacam-macam yakni psikosomatis, gejala stress, sehingga bisa memicu aktifitas yang kontra produktif seperti masturbasi, bahkan bisa terjadi adanya penyimpangan seksual yang dilakukan oleh narapidana seperti homoseksual, lesbian, dan sodomi antar narapidana karena akumulasi hasrat seksual mereka yang tidak tersalurkan sebagaimana mestinya. 
Program conjugal visit di Indonesia nampaknya belum bisa diwujudkan, sebab secara faktual penjara di Indonesia masih berkutat pada permasalahan kelebihan kapasitas, terbatasnya dana pemenuhan kebutuhan sehari-hari narapidana dan kendala terkait fasilitas di Lapas dan Rutan seperti persoalan higienitas, sanitasi dan keterbatasan tempat. Menteri Hukum dan HAM Yassona Laoly menjelaskan bahwa soal masalah sanitasi berhubungan dengan overcapacity Lapas. Ia mengatakan jumlah tenaga medis sangat minim di Lapas, beberapa permasalahan kesehatan narapidana, dan overcapacity mengakibatkan sanitasi tidak baik.. Untuk itu, mengatasi kelebihan kapasitas ini, dia mengatakan pihak Kementerian juga melakukan pembinaan terhadap narapidana.  Namun di lain itu, pada kenyataannya penyediaan fasilitas ruang berhubungan intim secara ilegal dapat ditemui di beberapa Lapas dan Rutan yang ada di Indonesia 
Berbicara tentang sarana ruang biologis, Polresta Medan adalah salah satu tempat yang patut untuk dicontoh dalam menerapkan ruang biologis di Lapas nantinya, karena ruang tersebut menyediakan tempat yang layak untuk tahanan dan pasangan sahnya menyalurkan hasrat seksualnya dengan tidak memungut biaya apapun. Selain Polresta Medan, beberapa negara yang patut dicontoh dalam menerapkan sarana biologis atau biasa disebut conjugal visit adalah negara Thailand, Malaysia, Saudi Arabia, Brazil, Israel. Conjugal visit yang berada di Asia Tenggara yakni bisa ditemui di Thailand, yang diatur dalam Section 33 Penitentiary Act Thailand, seorang  narapidana wajib tunduk  pada aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh director general dan diizinkan untuk dikunjungi oleh atau  dikomunikasikan  dengan  pihak  luar,  terutama  oleh penasihat. Tahanan  diperbolehkan  untuk melakukan kontak dengan dunia luar melalui kunjungan-kunjungan yang telah ditetapkan, salah satunya ialah conjugal  visit, dimana para  tahanan yang akan  dibebaskan yang  sudah  menikah  dimungkinkan  untuk  menerima satu  hari  dan  satu  malam  kunjungan  oleh  pasangan mereka di dalam lembaga pemasyarakatan.​[7]​ Penerapan conjugal visit di beberapa negara yang telah disebutkan di atas dan juga di Polresta Medan bisa menjadi contoh dan landasan bagi Pemerintah untuk bisa mewujudkan permintaan para narapidana terkait disediakannya sarana ruang biologis yang sehat dan nyaman untuk berhubungan intim dengan pasangan sahnya, tentunya penyediaan sarana tersebut haruslah diikuti dengan adanya aturan yang ketat dalam pelaksanaannya sehingga tidak terjadi lagi penyediaan sarana biologis yang ilegal dan penyimpangan seksual yang dilakukan oleh narapidana.
Berdasarkan hasil penelitian skripsi sebelumnya yang ditulis oleh Fausia Isti Tanoso mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang menyarankan bahwa conjugal visit perlu untuk diterapkan di Lapas sebagai pemenuhan hak bagi narapidana di Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa seks merupakan kebutuhan dasar manusia. Keinginan seseorang untuk berhubungan seks tidak  dapat  “dipenjarakan”  sebagaimana  secara  fisik  orang  tersebut masuk ke dalam penjara. Penyimpangan seksual yang terjadi di dalam Lapas adalah bentuk adaptasi yang dilakukan oleh penghuni  (narapidana)  untuk  memenuhi  kebutuhan  seksualnya. Penerapan conjugal  visit merupakan  salah  satu  pemenuhan  hak  bagi narapidana,  hal  ini  tidak  terlepas  dari  kenyataan  bahwa  kebutuhan seksual  adalah  mendasar  sifatnya. Overkapasitas  adalah  salah  satu permasalahan  klasik yang  menjadi  penyebab  maraknya  penyimpangan seksual  yang  dialami  oleh  penghuni  Lapas dan penerapan conjugal visit adalah salah satu alternatif yang dapat dipilih untuk  mereduksi  ketegangan  seksual  yang  dialami  oleh  penghuni Lapas sekaligus  untuk  mengurangi  konflik, penyimpangan  seksual  seperti  homoseksualitas, beastility (hubungan seksual dengan binatang), dan sebagainya.  Oleh karena itu, dari kesimpulan penelitian sebelumnya yang mengatakan bahwa conjugal visit perlu untuk diterapkan di Lapas sebagai pemenuhan hak bagi narapidana di Indonesia, maka penelitian yang akan ditulis oleh penulis saat ini merupakan penelitian lanjutan sehingga penelitian ini sebagai bentuk realisasi dari penelitian sebelumnya, dimana penelitian ini akan mencari serta menemukan dan menjelaskan sarana biologis yang ideal untuk narapidana yang telah berkeluarga yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Sarana biologis yang sehat dan nyaman dalam penelitian ini ialah ruang yang ideal untuk narapidana yang telah berkeluarga dan pasangan sahnya untuk menyalurkan hasrat seksualnya sebagai pemenuhan kebutuhan biologisnya dan ruang tersebut haruslah tanpa bayar agar tidak terjadi perbedaan antara narapidana yang memiliki uang atau narapidana yang tidak memiliki uang dalam menggunakan ruangan tersebut. Tetapi jika nantinya dalam pelaksanaan sarana biologis untuk narapidana ini memerlukan biaya dalam hal pembersihan, mengingat terbatasnya dana pemenuhan kebutuhan sehari-hari narapidana di Lapas menurut penulis boleh diberlakukan permintaan biaya yang sama rata untuk narapidana yang telah berkeluarga yang ingin menggunakan sarana tersebut. Permintaan biaya untuk sarana biologis inipun juga harus diatur dalam peraturan yang jelas agar tidak terjadi pungutan liar oleh oknum-oklnum yang akan memanfaatkan hal tersebut. Selain biaya untuk menggunakan sarana biologis, hal lain yang perlu dipikirkan dalam membangun sarana biologis ialah standar ukuran membangun sarana biologis tersebut. Dalam ilmu arsitek, standar ukuran ruangan kamar tidur disesuaikan dengan peruntukan ruang dan kebutuhan ruang gerak penghuni didalamnya serta luas area untuk perabot yang akan ditempatkan pada ruangan tersebut. Luas standar kamar tidur umumnya dibedakan menjadi dua yakni kamar tidur utama dan kamar tidur anak. Secara teori, berdasarkan ilmu arsitek, standar luasnya adalah; kamar tidur utama, seluas 11,15 m2 dengan ukuran sisi terpendek 2,845 m dan kamar tidur anak luas minimalnya adalah 7,43 m2 dengan ukuran sisi terpendek 2,348 m, dimana ukuran tersebut adalah ukuran bersih (wall to wall). Standar luas ini berdasarkan kebutuhan dasar ruangan untuk tidur dengan memperhitungkan kebutuhan ruang gerak untuk merapikan tempat tidur.​[8]​ Adanya sarana biologis nantinya juga akan berhubungan dengan standar ideal ruangan kamar tidur dalam bidang arsitek, dimana ruangan kamar tidur harus juga berkaitan dengan kriteria rumah sehat yaitu tempat  berlindung atau bernaung dan tempat untuk beristirahat sehingga menumbuhkan  kehidupan  yang  sempurna  baik  fisik  rohani  maupun  sosial (Kasjono, 2011). Ini berarti jika sarana biologis di dalam Lapas bisa terbentuk, nantinya ruangan tersebut bisa tergambarkan dengan standar ukuran ruangan kamar tidur dalam ilmu arsitek yang berkaitan dengan kriteria rumah sehat  menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 829/Menkes/SK/VII/1999, dimana sarana ruang biologis yang sehat dan nyaman bisa berukuran sesuai dengan kamar tidur utama yang standar luasnya secara teori berdasarkan ilmu arsitek adalah seluas 11,15 m2 dengan ukuran sisi terpendek 2,845 m, lalu komponen dan penataan sarana biologis nantinya terdiri dari lantai yang kedap air dan mudah dibersihkan, dinding ruangan yang memiliki ventilasi dimana luas lubang ventilasi alamiah yang permanen minimal 10% luas lantai,  adanya kamar  mandi dalam yang mudah dibersihkan, langit-langit atap yang mudah dibersihkan dan tidak rawan kecelakaan, adanya pencahayaan  alam  dan/atau  buatan  langsung  maupun  tidak  langsung yang dapat menerangi seluruh ruangan dengan intensitas  penerangan minimal 60 lux dan tidak menyilaukan mata, kualitas udara ruangan yakni suhu udara nyaman antara 18–30oC, kelembaban udara 40–70%, gas SO2 kurang dari 0,10 ppm/24 jam, pertukaran udara 5 kaki 3/menit/penghuni, gas CO kurang dari 100 ppm/8 jam, gas formaldehid kurang dari 120 mg/m3, sarana tersebut juga harus terhindar dari vektor penyakit yakni tidak ada lalat, nyamuk ataupun tikus yang bersarang di dalam ruangan tersebut, tersedianya  sarana  penyediaan  air  bersih  dengan  kapasitas  minimal  60 liter/orang/hari, dimana kualitas air harus memenuhi persyaratan kesehatan air bersih  dan/atau air minum  menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416 tahun 1990 dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907 tahun 2002, dan untuk mengatasi masalah pertumbuhan penduduk yang sudah terlalu pesat maka dalam sarana biologis bisa juga disediakan alat kontrasepsi yang merupakan alat untuk usaha pencegahan dari bertemunya sel sprema dan sel telur agar tidak mengalami suatu pembuahan atau untuk mencegah terjadinya kehamilan pada pasangan narapidana yang telah berkeluarga. Salah satu alat kontrasepsi yang bisa disediakan tersebut ialah kondom. Untuk itu, di dalam sarana ruang biologis nantinya juga bisa disediakan kipas angin, televisi, kamar mandi dalam yang layak untuk narapidana dalam menggunakan sarana biologis tersebut dan satu tempat tidur layak pakai, dimana penggunaan tempat tidur ini harus dibersihkan setelah pemakaian agar sarana ruang biologis yang akan digunakan oleh banyak narapidana dengan pasangan sahnya tetap terjamin kebersihan dan kesehatannya sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 4, Pasal 6 dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Bahwa adanya sarana biologis nantinya juga harus sesuai dengan hak-hak narapidana yakni hak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan. Hal ini bertujuan agar sarana biologis yang akan digunakan oleh banyak narapidana yang telah berkeluarga dengan pasangan sahnya di dalam Lapas tetap terjamin kebersihan dan kesehatannya karena lingkungan Lapas merupakan media lingkungan yang berhubungan dan berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat yang telah ditetapkan sebagai Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan berdasarkan Pasal 8 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan. Untuk itu, realisasi sarana biologis yang sehat dan nyaman untuk narapidana yang telah berkeluarga juga harus sesuai dengan penyelenggaraan kesehatan lingkungan yang  bertujuan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial, agar memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dan sarana biologis ini juga menghindari virus HIV/AIDS didalam Lapas. 
Penggunaan sarana biologis ini bisa dengan menunjukkan bukti buku nikah, karta tanda penduduk (ktp) dan juga kk (kartu keluarga) untuk digunakan oleh tiap 1 narapidana sekitar 1bulan sekali dalam waktu 30 atau 60menit karena mengingat banyaknya narapidana yang berkeluarga yang akan menggunakan ruang tersebut, sehingga waktu sebulan sekali dalam waktu 30 atau 60 menit menurut penulis adalah waktu yang tepat untuk narapidana menyalurkan hasrat seksualnya dengan pasangan sahnya dalam perkawinan yang sah secara hukum, dimana Dokter Boyke Dian Nugraha juga mengakui bahwa sebetulnya tak ada batasan baku berapa kali suami istri melakukan hubungan seksual. Mengingat hubungan intim amat bergantung pada mood atau suasana hati dan keinginan mereka. Frekuensi hubungan seksual yang terjaga secara teratur ini juga memberi manfaat, di antaranya membuat orang tersebut tampak fresh, lebih sehat, awet muda, dan ceria. Sebabnya, berbarengan dengan orgasme, otot-otot tubuh akan mengalami relaksasi. Pada saat mengalami relaksasi itulah, tubuh mengeluarkan endorfin, sejenis morfin fisiologis yang memberikan kenikmatan sekaligus pelepasan ketegangan pada seluruh otot tubuh. Makin sering endorfin dikeluarkan, makin berkurang pula beban ketegangan otot tubuh sehingga makin sehatlah kondisi tubuh yang bersangkutan dan selain itu, seluruh pembuluh darahpun yang semula mungkin tersumbat oleh kotoran-kotoran dan gumpalan-gumpalan lemak akan terbuka dengan sendirinya sehingga sirkulasi darah dalam tubuh kembali normal dan lancar. Itulah mengapa, suami-istri yang teratur berhubungan intim akan tampak lebih sehat, awet muda, dan lebih bahagia. Adapun durasi hubungan seks yang normal dan baik menurut Journal of Sexual Medicine ialah bisa berlangsung kapan saja. Tepatnya sekitar 7,3 menit dan durasi orgasme yang baik berlangsung antara 10 sampai 15 menit.​[9]​
Berdasarkan penjabaran di atas, maka dapat disimpulkan bahwa  kebutuhan seksual merupakan kebutuhan dasar manusia yang berkaitan langsung dengan pemeliharaan biologis dan kelangsungan hidup. Seperti yang telah dinyatakan oleh Abraham Maslow bahwa kebutuhan biologis manusia sebagai kebutuhan untuk bertahan, kegagalan dalam pemenuhan salah satu kebutuhan biologis manusia dapat menimbulkan ketidakseimbangan yang dapat menyebabkan sakit, karena pada dasarnya kebutuhan tersebut saling berhubungan dan mempengaruhi. Pada narapidana, pemenuhan kebutuhan seksual mengalami hambatan untuk disalurkan, hal ini karena narapidana merupakan terpidana yang menjalani pidana dan hilang kemerdekaannya di LAPAS sehingga hak-hak narapidana pun telah diatur dalam dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dimana dalam pasal tersebut tidak menjelaskan mengenai hak bagi narapidana yang telah berkeluarga untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan biologisnya atau penyaluran hasrat biologisnya selama mereka menjalani masa hukuman di penjara. Terhambatnya pemenuhan kebutuhan ini tentunya akan menimbulkan kegelisahan dan keresahan bagi narapidana, dimana berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, dapat  diketahui  bahwa terdapat beragam cara yang telah ditempuh  oleh para narapidana untuk memenuhi kebutuhan seksual mereka, termasuk dengan cara-cara yang tidak lazim dilakukan oleh masyarakat. Hal ini tentunya menimbulkan keresahan, dan dapat berdampak buruk  bagi  narapidana  itu  sendiri,  baik  secara  mental  maupun  fisik.  Tidak menutup  kemungkinan  bahwa pemenuhan  kebutuhan  seksual  yang  menyimpang  dapat berakibat penyebaran penyakit, dan tidak hanya itu bisnis seks seperti Lapas dan Rutan yang memberlakukan ruang biologis secara ilegal sebenarnya tidak boleh dibiarkan begitu saja karena keadaan tersebut tentulah akan memberikan perbedaan antara narapidana yang memiliki uang dan narapidana yang tidak memiliki uang dalam hal menggunakan ruangan tersebut untuk menyalurkan hasrat seksualnya dan juga penggunaan ruangan secara ilegal akan berdampak buruk bagi integritas Lapas Oleh karenanya, sudah sepantasnya program sarana biologis diterapkan dalam rangka mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan  baik  oleh  narapidana  maupun  oleh  oknum  di  dalam  Lapas. 
Pemberian fasilitas sarana biologis untuk memenuhi kebutuhan biologis narapidana ini semata-mata bukanlah untuk memanjakan narapidana melainkan yang perlu diingat pemberian ini sebagai bentuk hadiah (reward) bagi narapidana, dari segi pertimbangan mengenai  sikap  dan tingkah  laku narapidana yang  terpuji  selama  menjalani hukuman  di  Lapas, dan pemberian fasilitas sarana biologis merupakan penerapan HAM, dimana jika berbicara tentang hak narapidana maka tak bisa terlepas dari prinsip-prinsip Lapas, salah satunya prinsip  penjatuhan  pidana  bukan  tindakan  balas  dendam negara dalam butir konsep pemasyarakatan yang mengandung  arti  bahwa terhadap narapidana tidak boleh ada  penyiksaan  baik  berupa  tindakan,  ucapan,  cara  perawatan  ataupun penempatan. Satu-satunya derita adalah dihilangkannya kemerdekaan. Realisasi program sarana biologis yang sehat dan nyaman merupakan salah satu hal yang berhubungan dengan cara perawatan yang tidak menyiksa. Selain itu prinsip narapidana sebagai orang-orang yang  tersesat  adalah  manusia  dan  mereka  harus  diperlakukan  sebagai  manusia juga  merupakan  prinsip  yang  dapat  diwujudkan  dalam  realisasi  program sarana biologis yang sehat dan nyaman karena  sebagaimana  diketahui  bahwa  manusia  sebagai  makhluk yang  memiliki  beragam  kebutuhan,  dan  salah  satu  kebutuhan  dasarnya adalah kebutuhan seksual yang termasuk dalam kebutuhan biologis.
PENUTUP
Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian skripsi sebelumnya yang menyarankan bahwa conjugal visit perlu untuk diterapkan di Lapas sebagai pemenuhan hak bagi narapidana di Indonesia, maka penelitian ini merupakan penelitian lanjutan sebagai bentuk realisasi dari penelitian sebelumnya, yaitu penelitian menjelaskan sarana biologis yang sehat, nyaman dan ideal di dalam Lapas untuk narapidana yang telah berkeluarga dengan pasangan sahnya. Untuk itu, jika sarana biologis ini dapat diwujudkan maka sarana biologis ini bisa digambarkan dalam persyaratan rumah sehat menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 829/Menkes/SK/VII/1999 juga bisa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu seluas 11,15 m2, komponen dan penataan sarananya terdiri dari lantai yang kedap air dan mudah dibersihkan, dinding ruangan yang memiliki lubang ventilasi minimal 10% luas lantai, adanya kamar  mandi dalam yang mudah dibersihkan, langit-langit atap yang mudah dibersihkan dan tidak rawan kecelakaan, adanya pencahayaan  alam  dan/atau  buatan  langsung  maupun  tidak  langsung dengan penerangan minimal 60 lux, kualitas udara ruangan yakni suhu udara nyaman antara 18–30oC, kelembaban udara 40–70%, gas SO2 kurang dari 0,10 ppm/24 jam, pertukaran udara 5 kaki 3/menit/penghuni, gas CO kurang dari 100 ppm/8 jam, gas formaldehid kurang dari 120 mg/m3, tersedianya  sarana  penyediaan  air  bersih dan terhindar dari vektor penyakit agar tetap terjamin kebersihan dan kesehatan sarana yang akan digunakan oleh narapidana.
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